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ABSTRAK

Desi Damayanti, E0098070, KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP KEJAHATAN CYBERSPACE MELALUI KARTU
KREDIT DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY, Penulisan Hukum (Skripsi),
UNS, 2002.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum
pidana oleh Polda DIY terhadap kejahatan cyberspace yang dilakukan oleh hacker
melalui kartu kredit dan untuk mengetahui”penegakan hukum pidana yang
dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya kejahatan yang
dilakukan oleh hacker melalui kartu kredit.

Jenis penelitian yang~digunakan: adalah penelitian empiris. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, maksudnya adalah
untuk menggambarkan keadaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam dunia
maya. Lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah Polda DIY. Sumber data
yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data“sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis
data bersifat kualitatif yaitu metode analisis data yang-menghasilkan data
deskriptif analitik, dengan jalan mempelajari secara utuh data primer dan data
sekunder berdasarkan kualitas kebenarannya,

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kebijakan.penegakan hukum pidana
yang dilakukan oleh kepolisian (Polda DIY) terhadap kejahatan internet melalui
kartu kredit adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 362. Pasal 378, dan
Pasal 480 ayat 2¢ KUHP. Menurut kebijakan penegakan hukum pidana yang
dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP) untuk kejahatan
internet melalui kartu kredit dalam Kasus "Petrus Pangkur adalah dengan
menggunakan analogi penerapan Pasal 362 dan Pasal 378 KUHP. Sedangkan
penggunaan Pasal 480 ayat 2¢ KUHP untuk kejahatan Petrus Pangkur yang
diterapkan oleh Polda DIY dirasa kurang tepat dikarenakan tersangka belum
menjual barang-barang yang diperolehnya dari berbelanja di perusahaan Amerika
melalui internet dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain tanpa ijin.
Dalam hal ini tersangka baru berniat menjual barang-barang tersebut, sehingga
tidak ada bukti fisik bahwa tersangka telah melanggar Pasal 480 ayat 2e KUHP.




